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Hubungan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Dengan 





Dr. Muhammad Yunus Amar, SE., MT 
Dr. Hj. Djumidah Maming, SE., M.Si 
 
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan yang 
positif antara pelaksanaan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan 
karyawan pada PT. United Tractors, Tbk Makassar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui adanya hubungan yang 
positif antara pelaksanaan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan 
karyawan pada PT. United Tractors, Tbk Makassar. 
Untuk mengaplikasikan tujuan tersebut maka digunakan metode 
deskriptif, metode statistik deskriptif dengan bantuan sistem komputerisasi 
(Program Komputer SPSS versi 20) dengan menggunakan rumus yaitu uji F dan 
Uji determinasi (R2). 
Berdasarkan hasil analisis mengenai hubungan pelaksanaan perjanjian 
kerja bersama dengan kesejahteraan karyawan khususnya pada PT. United 
Tractors, Tbk Makassar, ternyata diketahui bahwa ada hubungan yang positif 
antara pelaksanaan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan karyawan. 
Dengan demikian hipotesis terbukti. 
 
 























Relation Between The Implementation of Collective Labour 







Dr. Muhammad Yunus Amar, SE., MT 




The main issue in this study is whether relation between the 
implementation of collective labour agreement with employee prosperity at PT. 
United Tractors, Tbk Makassar.  
The purpose of this study were  to determine the positive relation between 
the implementation of collective labour agreement with employee prosperity at 
PT. United Tractors, Tbk Makassar.  
For that purpose it is used to apply the descriptive method, descriptive 
statistical methods with the aid of a computerized system (computer program 
SPSS version 20) by using a formula that determination coeficient (R2) and F 
test.  
Based on the analysis of the relation between the implementation of 
collective labour agreement with employee prosperity at PT. United Tractors, Tbk 
Makassar,  was known to have a positive and significant effect  between the 
implementation of collective labour agreement with employee prosperity. Thus 
the hypothesis is proven. 
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1.1 Latar Belakang 
Industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang 
mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. 
Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat 
berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam 
(spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah 
bagian dari proses modernisasi dimana perubahan social dan perkembangan 
ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. 
Perubahan negara agraris ke negara industri banyak memberi andil 
terhadap  perubahan pola fertilitas, gaya hidup, sosial ekonomi, yang pada 
gilirannya dapat memacu semakin meningkatnya tingkat urbanisasi. Ketika 
masyarakat yang awalnya bekerja sebagai petani beralih berbondong-bondong 
menuju kota dimana pabrik-pabrik berada. Hal ini akan menimbul banyak 
masalah baru yang akan timbul di perkotaan seperti pengangguran, tingkat 
kriminalitas yang tinggi, serta pembangunan yang tidak merata hingga eksploitas 
terhadap tenaga kerja. 
Sektor industri di Indonesia saat ini, menjadi tulang punggung dari 
pembangunan dan perekonomian bangsa. Hal ini menunjukkan semakin 
meningkatnya peranan industri dalam mendukung perekonomian Indonesia. 
Perekomomian Indonesia saat ini di dominasi oleh sector industry dimana 





Besarnya penawaran di pasar tenaga kerja (Labour Market) menjadi 
masalah tersendiri bagi pemerintah. Ketika penawaran tenaga kerja lebih besar 
dari permintaan tenaga kerja maka banyak hal yang akan dipengaruhi seperti 
tingkat upah yang relatif murah serta akan timbulnya eksploitasi terhadap tenaga 
kerja. 
Perkembangan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia sudah 
sedemikian lamanya. Dalam perkembangan tersebut tentunya terdapat dinamika 
yang mengambarkan bagaimana hubungan ketenagakerjaan yang sangat 
komplek. Kemungkinan yang dapat terjadi dari hubungan kerja yang tidak 
seimbang adalah dapat terjadi perselisihan dalam melakukan pekerjaan. Pada 
sector industri timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja 
biasanya berpokok pangkal karena adanya perasaan-perasaan kurang puas.  
Pengusaha yang diwakili oleh pihak manajemen memberikan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan 
bakal diterima oleh para pekerja namun karena pekerja-pekerja yang 
bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, 
maka akibatnya kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak 
sama, pekerja yang merasa puas akan tetap bekerja dengan semakin bergairah 
sedangkan bagi pekerja yang tidak puas akan menunjukkan semanggat kerja 
yang menurun hingga terjadi perselisihan. 
Dalam pengaturan ketenagakerjaan yang baru konsep yang dipakai 
adalah perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 





pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh 
dalam satu perusahaan.  
Untuk mengatur hubungan tersebut maka diperlukan peraturan dalam 
bidang ketenagakerjaan yang dapat dipakai sebagai rambu maupun aturan 
normatif bagi pelaksanaan kerja. Hal tersebut menginggat kedudukan pekerja 
yang lebih lemah dari pengusaha. Maka dengan demikian hendaknya peraturan 
tersebut dapat mencapai keadilan sosial untuk melindungi dan mensejahterakan 
pekerja atau buruh. 
Peran dan tempat pekerja-pekerja yang ada di dalamnya dihargai 
sedemikian rupa sehingga organisasi bisnis tersebut menumbuhkan rasa 
kepemilikan bagi pekerja dalam perasaan bangga, berikut keluarganya. Bisnis 
yang mampu unggul dan bertahan adalah usaha bersama yang melibatkan 
keluarga pekerja sebagai indikator asset kesehatan perusahaan. 
Sebagaimana diketahui bahwa peraturan ketenagakerjaan yang dipakai 
sekarang adalah Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengenai 
Ketenagakerjaan. Dari peraturan tersebut dapat diketahui mengenai asas, tujuan 
dan sifatnya. Mengenai asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 yaitu bahwa 
pembangunan  ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui 
koordinasi fungsional lintas sektor pusat dan daerah. Asas ini pada dasarnya 
sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas 
adil, dan merata.  
Sedangkan tujuan dari peraturan ini menurut Manulang dalam buku Abdul 
Khakim (2003:6) ialah untuk mencapai/melaksanakan keadilan sosial dalam 
bidang ketenagakerjaan sekaligus untuk melindungi tenaga kerja terhadap 





peraturan ini menurut Budiono membagi menjadi sifatnya yang imperatif. Bersifat 
imperatif artinya harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. 
Dalam operasionalnya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tidak bisa 
dilakukan secara langsung. Dalam artian bahwa perlu adanya penjabaran untuk 
mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Penjabaran tersebut salah 
satunya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB merupakan hasil dari 
kesepakatan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pengusaha 
dan serikat pekerja.  
Dapat dilihat bahwa dibuatnya PKB adalah untuk mengatur syarat-syarat 
kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Demikian pula bahwa PKB adalah 
merupakan perjanjian induk yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian 
kerja. Berdasarkan aturan normatif itulah maka dalam implementasinya 
diterapkan aturan yang ada dengan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
antara Pihak Manajemen dan Serikat Karyawan. 
United Tractors (Perseroan) berdiri pada tanggal 13 Oktober 1972 
sebagai distributor tunggal alat berat Komatsu di Indonesia. Pada tanggal 19 
September 1989, Perseroan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Jakarta 
dan Bursa Efek Surabaya dengan kode perdagangan UNTR, dimana PT Astra 
International menjadi pemegang saham mayoritas.  
Selain dikenal sebagai distributor alat berat terkemuka di Indonesia, 
Perseroan juga aktif bergerak di bidang kontraktor penambangan dan bidang 
pertambangan batu bara. Ketiga unit usaha ini dikenal dengan sebutan Mesin 
Konstruksi, Kontraktor Penambangan dan Pertambangan. 
 Saat ini serikat pekerja yang ada di PT. United Tractor, Tbk telah 
menemukan format perundingan  yang dinamakan Perjanjian Kerja Bersama. 





Tractor, Tbk yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Serikat Pekerja PT. 
United Tractor, Tbk yang selanjutnya disebut SPUT dengan PT. United Tractor, 
Tbk  untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila dalam rangka 
menciptakan hubungan kerja yang serasi, aman, mantap, tenteram dan dinamis 
serta perwujudan ketenangan kerja dan perbaikan kesejahteraan karyawan, 
kelangsungan usaha, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
 Serikat Pekerja PT. United Tractor atau yang sering disebut SPUT adalah 
serikat pekerja yang mewakili para pekerja atau karyawan PT. United Tractor 
dalam semua perundingan yang dilakukan dengan pihak pengusaha atau 
manajemen. Keanggotan dalam serikat pekerja PT. United Tractots terjadi ketika 
seorang pekerja atau karyawan yang telah diterima di perusahaan ini secara 
otomatis menjadi anggota serikat pekerja PT. United Tractors. 
SPUT pun telah memancangkan empat pilar peran kesejarahan sebagai 
haluan organisasi yaitu pertama sebagai wadah pemersatu karyawan, kedua 
sebagai wadah aspirasi karyawan, ketiga sebagai mitra konstruktif manajemen 
dan keempat sebagai pengawal dan penegak Good Governance (Bersih, 
Transparan dan Profesional). 
Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan dibuatnya 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka dimaksudkan sebagai acuan dalam 
mengatur hubungan industrial antara karyawan dan pengusaha serta yang 
mengatur siklus ketenagakerjaan mulai dari rekruitmen hingga pensiun.  
Menginggat perkembangan ketenagakerjaan yang dinamis dengan 
berbagai permasalahan yang dapat muncul seperti tersebut diatas sudah 





menjadi acuan hubungan kerja di PT. United Tractor.Tbk khususnya PT. United 
Tractor, Tbk di Makassar. 
 
1.2 Rumusan  Masalah 
Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang bahwa Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) merupakan acuan bagi hubungan kerja antara pengusaha 
dan pekerja serta juga merupakan induk bagi pembuatan perjanjian kerja.  
Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah berikut ini: 
“Apakah ada hubungan yang positif antara perjanjian kerja bersama dengan 
kesejahteraan karyawan PT. United Tractor, Tbk?” 
 
I.3 Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan 
manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan 
penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan karyawan pada PT. United 
Tractor, Tbk Makassar. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
 Dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai 





 Menambah kepustakaan dalam bidang manajemen sumber daya manusia, 
khususnya hubungan industrial pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
2.  Manfaat Praktis 
 Diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada pihak-pihak yang 
berwenang mengenai masalah hubungan industrial. 
 Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang diperoleh. 
3.  Manfaat Subyektif 
 Bagi peneliti, dengan melaksanakan penelitian dapat memperluas cakrawala 
atau pandangan dan pengetahuan serta menambah kemampuan penulis, 
khususnya di bidang penelitian ilmiah. 
 Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam 
bidang manajemen sumber daya manusia Fakultas Ekonomi Universitas 
Hasanuddin Makassar. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini membahas hubungan perjanjian kerja bersama terhadap 
karyawan pada PT. United Tractor, Tbk Makassar dengan responden penelitian 
adalah seluruh karyawan PT. United Tractor, Tbk Makassar. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai 
penulisan skripsi, maka penulis akan sertakan sistematika penulisan skripsi. 
Sebelum memasuki isi pembahasan, terlebih dahulu penulis sertakan bagian 





persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 
halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan daftar lampiran yang kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan mengenai isi dari penulisan skripsi yang 
tersistematik sebagai berikut: 
Bab I. Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
Bab II.  Tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian manajemen dan 
manajemen sumber daya manusia, MSDM dan serikat pekerja, 
pengertian serikat pekerja dan perjanjian kerja bersama, 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, factor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan, dan pengertian 
kesejahteraan karyawan. Juga berisi mengenai kerangka pikir dan 
hipotesis 
Bab III.  Metode penelitian yang terdiri dari rancangan/desain penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan 
definisi operasional, instrumen penelitian, metode analisa data, 
serta tahap-tahap penelitian 
Bab IV.  Hasil  penelitian  dan  pembahasan  disesuaikan dengan hasil 
penelitian. 












2.1 Pengertian Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia  
2.1.1 Pengertian Manajemen  
Sebelum mengemukakan beberapa pendapat mengenai apa yang 
dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia, maka perlu 
dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti manajemen itu sendiri, karena 
manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari fungsi 
manajemen itu sendiri.  
Menurut Hasibuan (2008), manajemen adalah ilmu dan seni 
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu. Pengertian ini menjelaskan bahwa manajemen 
merupakan suatu ilmu dan seni dimana dalam pelaksanaannya seorang 
manajer perlu mencari cara dalam memberdayakan sumber daya yang 
dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan.  
Sedangkan menurut Samsudin (2010) mengemukakan bahwa 
manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan 
organisasi dengan pelaksanaan perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia atau kepegawaian 
(staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan 
(controlling).  
Sedangkan menurut G. R Terry (dalam Samsudin 2010) 





dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 
pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-
sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 
manusia dan sumber daya lainnya.  
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa definisi manajemen sebagai ilmu dan seni dalam melakukan 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penyusunan personalia 
dan pengendalian secara terarah melalui pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun proses manajemen 
dapat dilihat dari gambar berikut :  
 
Gambar 2.1 







Sumber : Samsudin (2010)  
 
Gambar diatas menjelaskan bahwa manajemen pada dasarnya 
adalah upaya mengatur segala sesuatu (sumber daya) untuk mencapai 
tujuan organisasi melalui konsep perencanaan, pengorganisasian, 












2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan human 
capital, karena sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap 
profitabilitas. Seringkali juga disebut sebagai modal intelektual (intelectual 
capital), karena kemampuan memberikan ide-ide cemerlang dalam 
pengembangan organisasi. Manajemen sumber daya manusia 
merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur dan praktek 
yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui 
organisasi.  
Penggunaan konsep dan sistem sumber daya manusia adalah 
kontrol secara sistematis dari proses jaringan fundamental organisasi 
yang mempengaruhi dan melibatkan semua individu dalam organisasi, 
termasuk proses perencanaan sumber daya manusia, desain pekerjaan, 
susunan kepegawaian, pelatihan dan pengembangan, representasi dan 
perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan organisasi. Untuk 
mengendalikan dan mengatur proses tersebut, maka sistem harus 
direncanakan, dikembangkan dan diimplementasikan oleh manajemen 
puncak.  
Manajemen memang dapat mempunyai pengertian lebih luas dari 
pada itu, tetapi definisi di atas memberikan kenyataan bahwa kita 
terutama mengelola sumberdaya manusia bukan materil atau finansial. Di 
lain pihak, manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (penetapan 
apa yang akan dilakukan), pengorganisasian (perancangan dan 
penugasan kelompok kerja), penyusunan personalia (penarikan, seleksi, 





kerja), pengarahan (motivasi, kepemimpinan, integrasi, dan pengelolaan 
konflik) dan pengawasan.  
Manajemen sumberdaya manusia mempunyai kekhususan 
dibandingkan dengan manajemen secara umum, karena yang di 
“manage” adalah manusia, sehingga keberhasilan atau kegagalan 
manajemen sumberdaya manusia ini mempunyai dampak yang sangat 
luas.  
Rachmawati (2008 : 3) memberikan definisi manajemen sumber 
daya manusia yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 
kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia 
agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.  
Selanjutnya, Yuniarsih dan Suwatno (2008 : 1) mengemukakan 
bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu 
manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan 
sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.  
Hal senada dikemukakan pula oleh Rivai (2009 : 1) bahwa 
manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari 
manajemen yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengendalian. Karena sumber daya manusia dianggap 
semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan organisasi, maka 
berbagai pengalaman dan hal penelitian dalam bidang sumber daya 
manusia dikumpulkan secara sistematis. Istilah manajemen mempunyai 
arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya 





Begitu pula halnya dengan Sofyandi (2008 : 6) manajemen 
sumber daya manusia didefinisikan manajemen sumber daya manusia 
merupakan suatu strategi dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen 
yaitu planning, organizing, leading dan controlling, dalam setiap 
aktivitas/fungsi operasional sumber daya manusia SDM mulai dari proses 
penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang 
meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian 
kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, 
yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya 
manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih 
efektif dan efisien.  
Selanjutnya menurut Mondy (2008 : 4) mengemukakan bahwa 
manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu 
untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya, para manajer 
disetiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan manajemen sumber 
daya manusia. Pada dasarnya, semua manajer membuat segala 
sesuatunya terselesaikan melalui upaya-upaya lain, ini memerlukan 
sumber daya manusia yang efektif.  
Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang 
penting yang dimainkan oleh sumber daya manusia dalam suatu 
organisasi yang menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang 
semakin efektif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
profesionalisme dalam bidang manajemen personalia dan manajemen 
sumber daya manusia dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan 





kebijakan perusahaan dengan penerapannya dalam mengelola sumber 
daya manusia dan kaitannya dengan strategi organisasi.  
Relevansi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia tidak 
terlepas dari berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dampak dari berbagai 
kemajuan tersebut dapat bersifat positif dan juga bisa negatif. 
 
2.2 MSDM Dan Serikat Pekerja 
Salah satu hubungan antara majikan dengan para karyawan di 
perusahaan disebut hubungan kerja atau hubungan manusia, atau biasa juga 
disebut hubungan ”Industrial Peace”. 
Pemeliharaan hubungan industrial dalam rangka keseluruhan prose 
manajemen sumber daya manusia berkisar pada pemikiran bahwa hubungan 
yang serasi dan harmonis antara majikan dan pekerja yang terdapat dalam 
organisasi usaha itu mutlak harus ditumbuhkan dan dipelihara demi kepentingan 
semua pihak pada organisasi usaha bersangkutan. Kalau kurang berhasil 
memelihara hubungan yang harmonis akan berakibat terjadinya kerugian bagi 
banyak pihak, terutama bagi pihak majikan dan pekerja-pekerja yang 
bersangkutan. 
Istilah hubungan manusia digunakan dalam pengertian umum sebagai 
hubungan formal yang terdapat antara majikan atau kelompok majikan dengan 
pekerja atau istilah tersebut akan digunakan saling bergantian tanpa mengurangi 
makna dan isi yang terkandung di dalamnya. Hubungan itu biasanya dilakukan 
secara tertulis ataupun lisan asalkan kedua belah pihak secara jujur 





Karyawan atau pekerja harus dihormati selaku mitra kerja dan bukan 
sebagai budak belian seperti pada zaman penjajahan dengan kerja rodi secara 
paksa. Saling menghormati antara majikan dan pekerja untuk melaksanakan 
tugas, kewajiban dan hak masing-masing pihak yang berhubungan kerja adalah 
nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi   dan merupakan filosofi Hubungan 
Industrial Pancasila. 
 
2.3 Pengertian Serikat Pekerja Dan Perjanjian Kerja Bersama 
2.3.1 Pengertian Serikat Pekerja 
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk 
dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar 
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan 
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi 
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya 
Untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak 
buruh/pekerja diperlukan wadah yang independen, terbuka, mandiri, 
demokratis dan bertanggung jawab, sehingga pekerja/buruh dapat 
terlindungi dari ketertindasan kaum kapitalis dan mendapat pengakuan 
hak yang sama. 
Tidak dapat disangkal bahwa perjuangan melawan penindasan 
baik kolonialisme maupun neo-kolonialisme dan imperialisme dalam 
bentuk apapun, selalu saja membutuhkan “pengorganisasian”. 
Pengorganisasian, terutama pengorganisasian rakyat, menjadi kunci dari 





Pelaksanaan kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia 
selama pemerintahan orde baru ramai dan hangat diperbincangkan serta 
mendapat sorotan dari sejumlah organisasi pekerja internasional. 
Indonesia sering dituding sebagai suatu negara yang tidak 
memperhatikan kebebasan berserikat bagi pekerjanya. Maka keberadaan 
organisasi pekerja mutlak harus ada untuk menciptakan keharmonisan 
antara pihak-pihak dalam proses perputaran sebuah usaha untuk 
tercapainya sebuah tujuan yang saling menguntungkan. 
   Menurut Nasition (2004:167), Hak berserikat bagi pekerja 
merupakan perwujudan dari hak-hak dasar manusia sebagaimana diatur 
dalam pasal 28 UUD 1945. Hak berserikat dalam hukum ketenagakerjaan 
secara penuh memberikan kebebasan kepada pekerja untuk 
berorganisasi dan membentuk serikat-serikat pekerja. Pembentukan dan 
kegiatan serikat pekerja dalam hubungan industrial mendapat pengaturan 
secara nasional dan internasional, baik dalam hukum ketenagakerjaan 
maupun dalam berbagai konvensi perburuhan internasional 
Serikat pekerja sebagai organisasi pekerja/buruh yang 
berasaskan Pancasila adalah murni lembaga yang dipekerjakan untuk 
memperjuangkan segala hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan 
serta mencarikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi oleh 
pekerja dengan pengusaha, demi terciptanya kesejahteraan bersama. 
Sesuai dengan tujuan dari adanya hubungan perburuhan Pancasila yaitu 
pembinaan terhadap tenaga kerja di tujukan untuk terciptanya keserasian, 
keselarasan, saling pengertian dan saling memahami kedudukan masing-






2.3.2 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
Materi Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Undang-Undang No 
13 Tahun 2003 dalam Bab XI mengenai hubungan industrial yaitu dalam 
Bagian Ketiga. Kemudian dalam Pasal 133 Undang-Undang  No 13 
Tahun 2003 menyebutkan bahwa mengenai persyaratan serta tata cara 
pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja 
bersama diatur dengan keputusan menteri. Adapun keputusan menteri 
yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-48/MEN/IV/2004 Tentang 
Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta 
Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. 
Perjanjian Perburuhan / Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau 
istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 
adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam bahasa Inggris dikenal 
dengan istilah Collective Labour Aggrement (CLA), atau dalam bahasa 
Belanda disebut dengan Collective Arbeids Overemkomst (CAO), 
perjanjian ini dikenal dalam khasanah hukum Indonesia berdasarkan 
ketentuan dalam hukum KUHPerdata. Sedangkan pengertian perjanjian 
perburuhan menurut Lotmar, perjanjian kerja bersama ialah suatu 
perjanjian antara seorang pangusaha atau lebih dengan sekelompok 
buruh yang memuat syarat-syarat upah dan kerja untuk perjanjian-
perjanjian kerja yang akan diadakan 
Kemudian Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 13 
Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004, PKB yaitu perjanjian yang 





beberapa serikat pekerja /serikat buruh yang tercatat pada instansi yang 
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau 
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 
Dari pengertian diatas terdapat kesamaan yaitu bahwa baik 
perjanjian perburuhan atau Perjanjian Kerja Bersama adalah 
dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara kedua belah pihak dalam 
melakukan hubungan kerja antara pekerja /buruh dengan pengusaha. 
Begitu juga bahwa hal tersebut dimaksudkan juga sebagai acuan dasar 
atau sebagai induk dalam membuat perjanjian kerja. Namun demikian 
dapat dilihat bahwa pengertian PKB dalam Undang-Undang No 13 Tahun 
2003 mempunyai pengertian yang lebih luas. 
 
2.4 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
 Berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial. Secara sederhana penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial diselesaikan dengan diupayakan penyelesaiannya terlebih 
dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai 
mufakat.  
 Penyelesaian melalui bipartite harus diselesaikan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Apabila dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah 
dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan 





 Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah 
pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-
upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan. Apabila bukti-
bukti sebagaimana dimaksud tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling 
lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 
pengembalian berkas.  
 Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan 
kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi 
atau melalui arbitrase. 
Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui 
konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian 
perselisihan kepada mediator. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk 
penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, 
atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Penyelesaian melalui 
arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau 
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. 
Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai 
kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada 








2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan  
Perjanjian Kerja Bersama  
Berkaitan dengan kebijakan publik, keberhasilan implementasi kebijakan 
akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dimana masing-masing variabel 
atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. 
Ada 4 faktor akan digunakan sebagai faktor-faktor penyebab (variabel 
pengaruh) terhadap implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut: 
1.  Faktor komunikasi 
Hal terpenting dari proses implementasi kebijakan adalah komunikasi. 
Komunikasi menurut Kasim (1993: 69) dapat diartikan sebagai “transmisi 
informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi mungkin meliputi pertukaran 
informasi yang menyangkut manusia dan mesin”. Efektifitas komunikasi 
tergantung pada sampai seberapa jauh kelengkapan atau ketepatan waktu 
informasi yang ditransmisikan tersebut. 
Kegiatan komunikasi biasanya mempunyai beberapa tujuan. Tujuan 
komunikasi dalam organisasi antara lain: (1) memberitahu si penerima tentang 
suatu hal; (2) mempengaruhi sikap si penerima; (3) memberi dukungan 
psikologis kepada si penerima; (4) mempengaruhi perilaku si penerima, dan 
sebaliknya. 
Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan agar mencapai efektif, 
maka pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas itu harus 
memahami secara baik hal-hal yang harus dilakukannya. Perintah untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut harus ditransmisikan kepada pihak yang tepat, 
jelas, akurat dan konsisten. Bila pesan yang disampaikan tidak spesifik dan tidak 






2.  Sumberdaya 
Selain komunikasi, efektifitas implementasi kebijakan juga ditentukan oleh 
sumberdaya. Tanpa sumberdaya, kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan 
mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah direalisasikan.  
3.  Sikap Pelaksana  
Selain pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan sebuah 
kebijakan, diperlukan juga adanya kemauan untuk melaksanakannya. Hal ini 
dinyatakan oleh Edwards III (1980: 11) bahwa “the desire to carry out policy”. 
Dalam hal ini diperlukan adanya kesesuaian sikap atau persepsi antara pembuat 
kebijakan dan aparat pelaksana. Bila sikap dan persepsi implementor berbeda 
dengan decision maker, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak 
efektif.  
4.  Struktur Birokrasi  
Fragmentasi organisasi dapat menjadi penghalang bagi pelaksanaan 
kebijakan. Karena itu diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak. Untuk 
itu diperlukan adanya prosedur operasi kerja yang tidak menyulitkan aparat 
pelaksanaan dan dibuat secara sederhana, namun tetap tidak mengurangi 
makna secara keseluruhan agar tercipta mekanisme kerja yang efektif. Selain itu, 
diperlukan juga adanya penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang 
dilaksanakan tanpa tumpang tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup 
pembagian tugas secara menyeluruh. 
 
2.6 Pengertian Kesejahteraan Karyawan 
Kesejahteraan merupakan balas jasa materil dan non materil,  atau dapat 
juga disebut kompensasi. Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu cara 





Pemberian upah sedikit berbeda dari pemberian kesejahteraan yang 
berupa gaji. Upah juga sejenis balas jasa yang diberikan perusahaan kepada 
para pekerja harian (pekerja tidak tetap) yang besarnya telah disepakati 
sebelumnya oleh kedua belah pihak. Upah dibayar setelah pekerjaan selesai dan 
diterima hasilnya dengan baik oleh pekerja. Pemberian upah biasanya setiap 
pekerjaan atau secara mingguan tergantung pada kesepakatan bersama yang 
telah dibuat sebelumnya 
Program kesejahteraan selain berupa uang, dapat pula diberikan berupa 
tunjangan. Tunjangan ini dapat berupa: tunjangan keluarga, tunjangan 
pembangunan, tunjangan hari raya, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat 
menambah penghasilan karyawan. Pembayaran tunjangan ini biasanya 
disatukan dalam pembayaran gaji setiap bulan yang diterima oleh para karyawan 
Bonus sering juga disebut insentif. Insentif juga dianggap sebagai bagian 
dari kompensasi yang berbentuk uang. Insentif pada dasarnya adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada karyawan tertentu. Pemberian insentif atau 
bonus biasanya didasarkan pada keberhasilan atau prestasi yang diperlihatkan 
oleh seorang karyawan melebihi prestasi rata-rata yang telah ditentukan.  
Disamping uang balas jasa, perusahaan dapat pula menyediakan fasilitas 
atau kemudahan-kemudahan bagi karyawan. Balas jasa berupa penyediaan 
fasilitas ini biasanya tidak berdiri sendiri tetapi sekaligus sebagai tambahan atau 
pelengkap dari bentuk balas jasa uang atau material 
 
2.7 Kerangka Pikir 
Industri atau perusahaan adalah kombinasi dari pemodal, manajemen 
dan pekerja. Mereka adalah suatu kesatuan yang tak terpisah dan mempunyai 





perhatian utama mereka adalah untuk mendapat keuntungan semaksimal 
mungkin. Manajemen selalu berada disana untuk melindungi kepentingan dari 
para pemodal.  
Pada prosesnya, pekerja/buruh selalu menjadi korban ekploitasi mereka. 
Sebagai partner dari industri, pekerja/buruh menginginkan keadilan dan 
mendapatkan haknya sebagai hasil pelaksana industri. 
Tentunya pekerja/buruh mempunyai kekuatan untuk menghilangkan 
permasalahan seperti rendahnya pengupahan, buruknya kondisi pelayanan 
kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Tetapi secara individul pekerja 
tidak mampu untuk berjuang atas hak-haknya melawan hebatnya kombinasi 
antara pemodal dan manajemen dimana mereka mempunyai kekuasaan, uang 
dan pengaruh.  
Pekerja/buruh harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai 
perseorangan dan pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Hanya melalui 
usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif mereka dapat secara efektif 
menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja/buruh, 
meningkatkan produktifitas perusahaan, berusaha keras untuk memperbaiki dan 
memelihara mata pencaharian, meningkatan pengupahan, status sosial ekonomi,  
kesejahteraan yang lebih baik dan upah-upah lainnya.  
Jadi organisasi yang dibutuhkan disini adalah serikat pekerja. Melalui 
serikat pekerja/serikat buruh segala aspirasi atau kepentingan pekerja/buruh 
disampaikan kepada pengusaha melalui negosiasi yang di sebut dengan 
perjanjian kerja bersama (PKB).  
Keunggulan dari perundingan bersama dan kesepakatan yang 
dihasilkannya adalah tersedianya metode untuk pengaturan kondisi kerja oleh 





industri lebih mengetahui kondisi dan masalahnya bila dibandingkan dengan 
orang lain, dan mereka dipengaruhi langsung oleh pelaksanaan kesepakatan ini.  
Istilah kesepakatan berfungsi sebagai satu kode yang menentukan hak 
dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hubungan kerja mereka 
dengan orang lain. Kesepakatan ini menyediakan banyak kondisi rinci tentang 
pekerjaan. Standar-standar dasar ditetapkan dan setiap pekerja/buruh 
mengetahui bahwa ia tidak dapat diminta bekerja dalam kondisi yang kurang 
menguntungan daripada kondisi-kondisi yang ditetapkan dalam kesepakatan 
tersebut.  
Penetapan kondisi berdasarkan kesepakatan adalah jaminan bahwa 
kondisi-kondisi tersebut adalah adil dan dapat diterapkan dalam situasi ekonomi 
industri tersebut dan kekuatan perundingan relatif dari kedua belah pihak. 
Walaupun dalam negosiasi perundingan bersama, masing-masing pihak 
memperdebatkan sikap dan tuntutan pihak yang lain, namun proses perundingan 
tersebut sering mengarah ke pemahaman bersama yang lebih baik.  
Pengusaha memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang masalah 
dan aspirasi para pekerja/buruh, sementara pekerja/buruh menjadi lebih tahu 
faktor ekonomi dan teknis yang terlibat dalam pengelolaan industri. Dengan 
demikian, kesimpulan dari suatu kesepakatan menjadi mudah. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 13 Tahun 2003  
Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-
48/MEN/IV/2004, yang dimaksud PKB yaitu perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerja / serikat buruh atau beberapa serikat pekerja 
/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang 





perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban 
kedua belah pihak. 
Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa PKB menjadi acuan bagi 
terselenggaranya hubungan kerja  yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 
kewajiban para pihak. Dan tujuan dari rumusan ini adalah tercapainya hubungan 
























Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Bersama : 
Komunikasi 
Sumber Daya  
  Sikap Pelaksana  
  Struktur Birokrasi  
Kesejahteraan Pekerja 
 Kesejahteraan Langsung 
 Kesejahteraan Tidak 
Langsung  
 
Manajemen PT. United Tractor, 
Tbk Makassar 
PT. UNITED TRACTOR, TBK MAKASSAR 
Serikat Pekerja PT. United 
Tractor, Tbk Makassar 
Perjanjian Kerja Bersama yang 
berisi 
 Syarat dan kondisi kerja serta 






Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 
dan kerangka pikir penelitian, maka dapat di rumuskan hipotesis penelitian 
berikut ini :  
“Terdapat hubungan yang positif antara Perjanjian Kerja Bersama  
























3.1 Rancangan/ Desain Penelitian 
Rancangan atau desain penelitian menurut Husein Umar (2008: 4) adalah 
suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar 
variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat 
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana tersebut 
mencakup hal-hal yang akan dilakukan penelitian mulai dari membuat hipotesis 
dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis akhir. 
Rancangan penelitian atau hal-hal yang akan di lakukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
 Melakukan survey pendahuluan. 
 Melakukan studi literatur dan empiris dari penenlitian terdahulu. 
 Pengumpulan data populasi dan penentuan sampel. 
 Penetapan batasan dan asumsi penelitian. 
 Pembuktian hipotesis dan pembahasan. 
 Penarikan kesimpulan dan saran. 
 
 
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. United Tractor, Tbk Jl. Urip Sumoharjo 
KM 5 Panaikang Makassar 60293 telp (0411) 448661 pada bulan Januari 2013. 
Alasan peneliti menetapkan lokasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini 
untuk memperoleh gambaran umum, informasi yang akurat tentang berbagai 
aspek yang berkenaan dengan masalah penelitian, dan untuk mengetahui 





3.3  Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi  
 Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-
satuan/individu-individu) yang karasteristiknya hendak diduga sebagai 
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan…… (Djarwanto 
dan Pangestu S (1993:108).  
 Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan PT. 
United Tractor, Tbk Makassar yang berjumlah 15 orang 
 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat 
mewakili dari populasi tersebut. Untuk menentukan besarnya sampel 
menurut Arikunto (2002: 112) apabila subjek kurang dari 100, lebih baik 
diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika subjeknya 
lebih besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %. Dalam penelitian 
ini digunakan sampel dari semua populasi karena berdasarkan populasi 
yang ada yaitu 15 orang dan ini berarti kurang dari 100 orang. 
 
3.4 Jenis Dan Sumber Data 
 3.4.1 Jenis Data 
  Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Kualitatif  
Yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak 
dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan 





yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti.  
b.  Data Kuantitatif  
Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat 
dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan 
dengan masalah yang diteliti. 
 
 3.4.2 Sumber Data 
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam 
pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Untuk 
memperoleh data-data yang obyektif maka dilakukan metode 
pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan 
data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung 
subyek penelitian, untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. United Tractor, Tbk Makassar. 
b. Data Sekunder 
Terdiri dari bahan / sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang 
berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun 
pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun mengenai suatu 
gagasan. Bahan-bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis 
dan memahami bahan primer, adalah: 
1. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan 






3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data ini selain peneliti melakukan pengamatan, 
peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data yang lain sebagai berikut: 
1.  Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.  
Landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi 
dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur–
literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya 
dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan 
pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas. 
2.  Studi Lapangan (Field Research)  
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan 
cara melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan, 
baik melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada para pegawai, dan 
wawancara.  
Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara : 
a. Observasi 
Observasi merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan 
jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 
Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang 
diperlukan guna mengetahui tujuan penelitian ini adalah observasi aktifitas kerja 
karyawan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 





pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 
dalam bentuk wawancara bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan 
wawancara peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar 
tentang hal-hal yang akan ditanyakan yang selanjutnya pertanyaan tersebut 
diperdalam.  
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 
memanfaatkan dokumen (bahan atau gambar-gambar penting). Adapun 
dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan  
d. Metode Angket atau Questionnaire 
Angket atau questionnaire adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan 
langsung untuk diisi dan dikembangkan atau dapat juga dijawab dibawah 
pengawasan peneliti. Data angket digunakan peneliti untuk memperoleh data 
yang lebih lengkap. Adapun jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup 
atau sudah disiapkan jawabannya sehingga informan tinggal memilih. 
 
3.6 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 
 3.6.1 Variabel Penelitian 
1. Variabel Pertama pada penelitian ini adalah Perjanjian Kerja 
Bersama (X) 
2. Variabel Kedua penelitian ini adalah kesejahteraan karyawan (Y). 
 
3.6.2 Definisi Operasional 
 3.6.2.1Definisi Operasional Perjanjian Kerja Bersama 
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 





mempengaruhi proses kegiatan kerja sama antara manajemen 
PT. United Tractor, Tbk Makassar dengan serikat pekerja PT. 
United Tractor, Tbk Makassar. Variabel ini diukur dengan indikator 
komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.  
1. Komunikasi adalah kegiatan kerja sama dan hubungan kerja 
secara timbal balik baik formal maupun informal dalam proses 
implementasi kebijakan mengenai perjanjian kerja sama yang 
meliputi kejelasan, ketepatan, dan konsistensi. 
2. Sumber daya dalam proses implementasi kebijakan tentang 
perjanjian kerja sama meliputi tenaga pelaksana, informasi, 
kewenangan dan fasilitas fisik. 
3. Sikap pelaksana adalah kesesuaian persepsi komitmen antara 
pembuat kebijakan dan aparat pelaksana (implementor) untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut, yang meliputi antara lain sikap 
dan komitmen.   
4. Struktur birokrasi adalah fragmentasi untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut seperti koordinasi. 
 
3.6.2.2Definisi Operasional Kesejahteraan Karyawan 
Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut: 
1. Kesejahteraan Langsung 
Kesejahteraan langsung adalah penghargaan berbentuk 
uang, dapat berupa gaji atau upah yang dibayarkan kepada 
karyawan secara intensif berdasarkan tenggang waktu yang tetap 





waktu tertentu. Dalam hal ini yang termasuk dalam kesejahteraan 
langsung adalah gaji dan upah serta bonus dan insentif 
2. Kesejahteraan Tidak Langsung 
Kesejahteraan tidak langsung adalah pemberian bagian 
keuntungan / manfaat lainnya bagi para pekerja diluar gaji / upah 
tetap dan berupa tunjangan. Tunjangan yang diterima dapat 
berupa: 
 Tunjangan hari raya, yaitu diberikan dalam bentuk uang 
kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan 
 Pakaian dinas, yaitu seragam yang digunakan sehari-hari 
dalam bekerja  
 Jaminan kesehatan, yaitu jaminan kesehatan atau 
keselamatan jiwa bagi karyawan dalam melaksanakan 
pekerjaannya 
 Dana pensiun, yaitu dana yang diberikan kepada karyawan 
berupa uang sebagai bentuk terima kasih perusahaan 
karena telah ikut menjalankan kesuksesan perusahaan 
 Uang duka kematian, yaitu sebagai bentuk kepedulian 
perusahaan kepada karyawan yang sedang mengalami 
duka / musibah kematian 
 Lain-Lain, yaitu berupa pengaturan jam kerja yang sesuai 
ketentuan, cuti, izin, dan lingkungan kerja yang kondusif 
 
3.7 Instrumen penelitian 
Menurut Sugiyono (2009 : 132) skala Likert digunakan untuk mengukur 





fenomena sosial. Sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden 
pada penelitian ini yang mana menggunakan instrument penelitian berupa 
kuisioner, penulis menggunakan metode skala Likert (Likert’s Summated 
Ratings).  
Dalam pengukuran jawaban responden, pengisian kuesioner mengenai 
hubungan pelaksanaan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan 
karyawan diukur menggunakan skala likert, dengan tingkatan sebagai berikut :  
 Jawaban Sangat Setuju diberi bobot 5  
 Jawaban Setuju diberi bobot 4  
 Jawaban Netral diberi bobot 3  
 Jawaban Tidak Setuju diberi bobot 2  
 Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1  
Instrumen penelitian (kuisioner) yang baik harus memenuhi persyaratan 
yaitu valid dan reliabel. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner 
perlu dilakukan pengujian atas kuisioner dengan menggunakan uji validitas dan 
uji reliabilitas. Karena validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah 
kuesioner yang disebarkan untuk mendapatkan data penelitian adalah valid dan 
reliabel, maka untuk itu, penulis juga akan melakukan kedua uji ini terhadap 
instrumen penelitian (kuisioner) 
1. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel. Reabilitas diukur dengan uji statistik 
cronbach’s alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
cronbach’ alpha > 0,60.  
2. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara 






3.8 Metode Analisis Data 
Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan maka dalam 
penelitian ini digunakan :  
 
3.8.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Merupakan metode yang bertujuan mengubah kumpulan data 
mentah menjadi bentuk yang mudah dipahami, dalam bentuk informasi 
yang ringkas, dimana hasil penelitian beserta analisanya diuraikan dalam 
suatu tulisan ilmiah yang mana dari analisi tersebut akan dibentuk suatu 
kesimpulan.   
 
3.8.2 Analisis Koefisien Determinasi (r 2) 
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat 
digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel. 
Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel 
dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan. 
Besarnya persentase hubungan variabel independent terhadap nilai 
variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (r 
2) persamaan regresi. Besarnya koefisien determinasi adalah nol sampai 
dengan satu, semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi (r 2) 
suatu persamaan regresi, semakin kecil pula hubungan semua variabel 
independen terhadap nilai variabel dependen. Sebaliknya, Semakin 
mendekati satu besarnya koefisien determinasi (r 2) suatu persamaan 
regresi, Semakin besar pula hubungan semua variabel independen 








Intepretasi Koefisien Determinasi 
No. Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
1 0,00 – 0,199 Sangat rendah 
2 0,20 – 0,399 Rendah 
3 0,40 – 0,599 Sedang 
4 0,60 – 0,799 Kuat 
5 0,80 – 1,000 Sangat kuat 
            Sumber : Metode Penelitian Administrasi (Sugiono, 2001;149) 
 
3.8.3 Uji F 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah 
sebagai berikut :   
1. Menentukan hipotesa nihil dan hipotesa alternatif. 
Ho : β = 0 Secara bersama-sama pelaksanaan perjanjian kerja 
bersama tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan karyawan.  
Ho : β ≠ 0 Secara bersama-sama pelaksanaan perjanjian kerja 
bersama berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. 
2. Level of significance = 5% 
3. Kriteria pengujian 
 Ho diterima apabila F < F a (n-k;k-1) 
 Ho ditolak apabila F > F a (n-k;k-1) 
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Keterangan 
Fhitung : nilai Fhitung 
n  : Banyaknya individu sampling 
k  : banyaknya sampling el 
Tj  : Jumlah semua individu dalam sampel j 
Xij  : individu ke-1 di sample ke-j 
4. Kesimpulan 
 Dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel dapat diketahui 
hubungan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan karyawan.  
 
3.9 Tahap-Tahap Penelitian 
Penelitian kualitatif tidak terlepas dari usaha mengenal tahap-tahap 
penelitian. Dalam hal ini tahapan yang dilakukan peneliti adalah: 
1. Tahap pralapangan 
Tahap ini peneliti m  emulai dengan mengajukan judul kemudian setelah judul 
disetujui, peneliti melanjutkan membuat proposal penelitian, setelah proposal 
disetujui oleh dosen pembimbing dilanjutkan dengan mengurus perizinan agar 
diberi izin penelitian.  
2. Pekerja lapangan 
Peneliti berada di lokasi penelitian dengan mencari data-data yang diperlukan 






3. Pelaporan Penelitian 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah kegiatan penulisan laporan 
penelitian yang dibuat sesuai dengan hasil angket dan wawancara dan sesuai 
























HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pengumpulan Data  
Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner 
kepada responden yaitu karyawan PT. United Tractors, Tbk Makassar. Kuesioner 
didistribusikan pada karyawan PT. United Tractors,Tbk Makassar dengan cara 
disampaikan langsung. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 15 
kuesioner kepada bagian, Administration, Parts, Service, dan Technical Traning 
Center. Dari 15 kuesioner yang diantarkan 15 kuesioner yang kembali dan dapat 
diikutkan dalam pengujian selanjutnya. Rincian distribusi dan pengembalian 
kuesioner disajikan pada tabel 4.1 berikut:  
 
Tabel 4.1 
Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner 
No. Responden 
Kuesioner 





















Total Kuesioner 15 15 15 
Sumber: Data Primer 2013 
 
4.2 Deskripsi Profil Responden 
 Deskripsi profil responden menguraikan atau menggambarkan identitas 
responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Dalam pembahasan profil 





dalam buku Arikunto yang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. 
Dimana perlu ditambahkan bahwa penyebaran kuesioner kepada responden 
yang menunjukkan bahwa semua responden telah mengembalikan kuesioner 
dan telah diisi secara lengkap dan benar.  
 
4.2.1 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
Deskripsi profil responden berdasarkan jenis kelamin yaitu 
menguraikan atau menggambarkan jenis kelamin responden. Hal ini 
dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. 
Adapun deskripsi profil responden berdasarkan jenis kelamin dapat 
disajikan melalui tabel berikut ini : 
 
Tabel 4.2 
Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 





1 Laki-Laki 12 80 
2 Perempuan 3 20 
Jumlah Responden 15 100 
Sumber: Data Primer 2013 
 
Berdasarkan tabel 4.2 yakni deskripsi profil responden 
berdasarkan jenis kelamin, yang menunjukkan bahwa mayoritas 
responden lebih banyak laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. 










Diagram Pie Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Sumber: Data Primer 2013 
 
Gambar 4.1 yakni diagram pie deskripsi profil responden 
berdasarkan jenis kelamin, ternyata responden berjenis kelamin laki-laki 
sebesar 80% dan perempuan sebesar 20%, hal ini dapatlah dikatakan 
bahwa karyawan yang bekerja pada PT. United Tractor, Tbk Makassar 
lebih banyak karyawan laki-laki jika dibandingkan dengan karyawan yang 
berjenis kelamin perempuan. 
 
4.2.2 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Usia  
Deskripsi profil responden menurut usia bertujuan untuk 
menguraikan atau menggambarkan identitas responden berdasarkan usia 
atau umur responden yang dijadikan sampel penelitian. Oleh karena 
itulah akan disajikan deskripsi profil responden berdasarkan usia yang 













Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Usia 









21 – 30 Tahun 
31 – 40 Tahun 
41 – 50 Tahun 









Jumlah Responden 15 100 
Sumber: Data Primer 2013 
 
Tabel 4.3 yakni deskripsi profil responden berdasarkan usia 
ternyata lebih banyak didominasi oleh responden yang berusia antara 21–
30 tahun. Oleh karena itulah akan disajikan diagram pie mengenai usia 
responden yang menjadi sampel penelitian yang dapat disajikan pada 
diagram berikut ini : 
 
Gambar 4.2 
Profil Responden Berdasarkan Usia 
 












Gambar 4.2 yakni diagram pie mengenai profil responden 
berdasarkan usia ternyata responden lebih banyak berusia antara 21–30 
tahun yaitu sebesar 46,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan 
yang bekerja pada PT. United Tractor, Tbk Makassar rata-rata berumur 
antara 21–30 tahun. Kemudian perlu ditambahkan bahwa rata-rata 
karyawan yang bekerja dapat dikatakan usia produktif, dimana dengan 
usia produktif akan mempengaruhi kinerja karyawan.  
 
4.2.3 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendidikan  
Deskripsi profil responden berdasarkan jenjang pendidikan adalah 
menguraikan atau menggambarkan responden menurut jenjang 
pendidikan terakhir. Oleh karena itulah akan disajikan deskripsi profil 
responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang dapat dilihat 
melalui tabel berikut ini :  
 
Tabel 4.4 
Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 





















Jumlah Responden 15 100 
Sumber : Data primer 2013 
 
Tabel 4.4 yakni deskripsi profil responden berdasarkan jenjang 





pendidikan SMA, hal ini dapat dilihat melalui diagram pie yang dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
 
Gambar 4.3 
Diagram Pie Profil Responden Berdasarkan Pendidikan
 
Sumber : Data Primer 2013 
 
Gambar 4.3 yakni menguraikan atau menggambarkan profil 
responden menurut jenjang pendidikan terakhir yang menunjukkan bahwa 
jenjang pendidikan responden terbesar adalah SMA yaitu sebesar 53,3%. 
Hal ini dapatlah dikatakan bahwa karyawan yang bekerja pada PT. United 
Tractor, Tbk Makassar rata-rata memiliki pendidikan SMA, selanjutnya 
dengan jenjang pendidikan karyawan akan mempengaruhi kinerja 
karyawan. Dimana semakin tinggi pendidikan karyawan yang bekerja 



















4.3 Analisis Persepsi Responden Mengenai Variabel Pelaksanaan  
Perjanjian Kerja Bersama Dan Variabel Kesejahteraan  
Karyawan  
 Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan 
kesejahteraan karyawannya adalah melaksanakan perjanjian kerja bersama. 
Dimana dengan melaksanaan perjanjian kerja bersama dengan baik akan 
tercipta kesejahteraan karyawan. Untuk itu, guna menciptakan hubungan 
industrial yang harmonis, perusahaan harus memperhatikan pelaksanaan 
perjanjian kerja bersama serta kesejahteraan karyawannya. 
 
 4.3.1 Persepsi Responden Mengenai Pelaksanaan PKB 
Tabel 4.5 menguraikan data tanggapan 15 responden tentang 
hubungan pelaksanaan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan 
karyawan. Kemudian hasil jawaban responden diolah dan disajikan 


















Persepsi Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Bersama Pada PT. United Tractors, Tbk Makassar 
Variabel  Perjanjian Kerja Bersama 
Item Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
Komunikasi 
1. 
Anda mengetahui adanya perjanjian kerja 
bersama antara SPUT dengan manajemen PT. 
United Tractor, Tbk Makassar 
- - - 60% 40% 
2. 
Anda memahami  semua aturan  yang tertuang 
dalam perjanjian kerja bersama 
- - 13,3% 60% 26,7% 
3. 
Anda mengerti maksud dan tujuan  adanya 
perjanjian kerja bersama 
- - - 73,3% 26,7% 
Sumber Daya 
4. 
Kualitas pelaksana  perjanjian kerja bersama 
antara SPUT dengan manajemen PT. United 
Tractor, Tbk Makassar cukup baik 
- - - 73,3% 26,7% 
5. 
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 
perjanjian kerja bersama cukup baik 
- - - 80% 20% 
6. 
Setiap orang diberi kewenangan yang sama 
dalam menyampaikan saran dan pendapat. 
- - - 80% 20% 
Sikap Pelaksana 
7. 
Saya bersedia mematuhi peraturan dan 
menjalankan hak serta kewajiban saya sesuai 
dengan yang ada di perjanjian kerja bersama 
- - - 73,3% 26,7% 
Struktur Birokrasi 
8. 
Koordinasi antara SPUT dengan manajemen 
PT. United Tractor, Tbk Makassar cukup baik 
- - - 80% 20% 







Tabel 4.5 yakni persepsi jawaban responden mengenai 
pelaksanaan perjanjian kerja bersama yang dilakukan oleh PT. United 
Tractor, Tbk Makassar, maka akan disajikan hasil persepsi jawaban 
responden yaitu pernyataan pertama “Anda mengetahui adanya 
perjanjian kerja bersama antara SPUT dengan manajemen PT. United 
Tractor, Tbk Makassar” dan jawaban responden lebih banyak 
memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 60%. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar karyawan mengetahui  adanya kebijakan tersebut.  
Kemudian untuk pernyataan ke-dua dan ke-tiga yaitu “Anda 
memahami  semua aturan  yang tertuang dalam perjanjian kerja 
bersama” dan “Anda mengerti maksud dan tujuan  adanya perjanjian 
kerja bersama”, dan responden lebih banyak memberikan jawaban setuju 
yaitu masing-masing sebesar 60% dan 73,3%, alasannya responden 
memberikan jawaban setuju karena pelaksanaan perjanjian kerja 
bersama telah dilakukan secara efektif karena karyawan yang direkrut 
masing-masing telah memiliki pengetahuan mengenai isi dari perjanjian 
kerja bersama.  
Kemudian pernyataan ke-empat yaitu “Kualitas pelaksana  
perjanjian kerja bersama antara SPUT dengan manajemen PT. United 
Tractor, Tbk Makassar cukup baik”, dan responden lebih banyak yang 
memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 73,3%, alasan responden lebih 
banyak yang memberikan jawaban setuju karena dalam pelaksanaannya 
semua karyawan yang melaksanakan perjanjian kerja bersama 
memahami apa saja hak dan kewajibannya.  
Pernyataan ke-lima yaitu “Sarana dan prasarana dalam 





banyak yang memberikan jawaban  setuju sebesar 80%, alasannya 
karena sarana dan prasarana dalam pelaksanaan perjanjian kerja 
bersama cukup memadai.  
Pernyataan ke-enam yaitu “Setiap orang diberi kewenangan yang 
sama dalam menyampaikan saran dan pendapat”, dan jawaban 
responden lebih banyak didominasi oleh jawaban setuju sebesar 80%, 
alasannya karena dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama yang 
dilakukan oleh PT. United Tractor, Tbk Makassar dengan SPUT, semua 
karyawan diberikan wewenang dan hak yang sama dalam penyampaian 
pendapat.  
Selanjutnya Pernyataan ke-tujuh, “Saya bersedia mematuhi 
peraturan dan menjalankan hak serta kewajiban saya sesuai dengan 
yang ada di perjanjian kerja bersama”, dan responden lebih banyak yang 
menjawab setuju yaitu sebesar 73,3%, karena sikap dan komitmen 
karyawan terhadap perjanjian kerja bersama dapat digolongkan kedalam 
kategori baik.  
Dan pernyataan terakhir dalam  variabel pelaksanaan perjanjian 
kerja bersama yaitu “Koordinasi antara SPUT dengan manajemen PT. 
United Tractor, Tbk Makassar cukup baik”, dan responden lebih banyak 
yang memberikan jawaban setuju yaitu sebesar 80% alasannya karena 
telah terciptanya hubungan yang harmonis antara manajemen dengan 
karyawan yang diwakili oleh SPUT. 
 
4.3.2 Persepsi Responden Mengenai Kesejahteraan Karyawan  
Setelah dilakukan penilaian mengenai persepsi jawaban 





akan dilakukan pembahasan mengenai persepsi jawaban responden 
mengenai kesejahteraan karyawan. Dibawah ini disajikan tanggapan 
responden mengenai kesejahteraan karyawan yang dapat disajikan 
pada tabel berikut ini : 
 
Tabel 4.6 
Persepsi Jawaban Responden Mengenai Kesejahteraan  Karyawan 
VARIABEL KESEJAHTERAAN KARYAWAN 
Item Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
Kesejahteraan Langsung 
Gaji dan upah 
9. 
Upah/gaji pokok yang diberikan perusahaan 
mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga 
anda 
- - 13,4% 53,3% 33,3% 
10. 
Upah/gaji pokok yang diberikan perusahaan 
membuat anda ingin tetap bertahan di 
perusahaan 
- - 13,4% 53,3% 33,3% 
Bonus Dan Insentif 
11. 
Perusahana memberikan bonus sesuai dengan 
hasil kerja yang anda peroleh 
- - 13,4% 53,3% 33,3% 
12. 
Karyawan yang memiliki prestasi melebihi 
standar diberikan insentif lebih 
-. - 13,4% 73,3% 13,3% 
Kesejahteraan Tidak Langsung 
Tunjangan Hari Raya 
13. 
Tunjangan hari raya yang diberikan perusahaan 
memuaskan anda 
- - 40% 40% 20% 
Pakaian Dinas 
14. 
Pakaian dinas yang diberikan perusahaan  
memuaskan anda 
- - 20% 53,3% 26,7% 
       
       





       
       
 Lanjutan Tabel 4.6      
Variabel Kesejahteraan Karyawan 
Item Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
Jaminan Kesehatan 
15. 
Pemberian jaminan kesehatan oleh perusahaan 
memuaskan anda 
- - 20% 53,3% 26,7% 
16. 
Poliklinik yang disediakan perusahaan cukup 
baik.  
- 6,6% 26,6% 46,6% 20,2% 
Dana Pensiun 
17. 
Dana pensiun yang diberikan    perusahaan 
memuaskan anda 
- - 26,8% 66,6% 6,6% 
Uang Duka Kematian 
18. 
Uang duka kematian membuat anda 
menghargai perusahaan 
- - 20% 53,3% 6,7% 
19. 
Uang duka kematian sebagai tanda perusahaan 
peduli dan memberi  kepuasan pada anda 
- - 46,6% 46,8% 6,6% 
Lain-Lain 
20. 
Jam kerja di perusahaan sesuai dengan 
ketentuan jam kerja yang ditetapkan 
- - 6,6% 73,3% 20,1% 
21. 
Cuti yang diberikan perusahaan cukup 
memuaskan karyawan 
- 20% 13,3% 53,3% 13,4% 
22. 
Lingkungan kerja di perusahaan diatur agar 
tidak membahayakan karyawan 
- - 20% 66,6% 13,4% 
23. 
Dengan alasan yang masuk akal, karyawan 
dengan mudah mendapatkan izin tidak masuk 
kerja 
- - - 86,6% 13,4% 
Sumber : Data Primer, 2013 
 
Tabel 4.6 yakni persepsi jawaban responden mengenai 
kesejahteraan karyawan khususnya pada PT. United Tractor, Tbk 
Makassar pernyataan ke-sembilan dan ke-sepuluh yaitu “Upah/gaji 





keluarga anda” dan  “Upah/gaji pokok yang diberikan perusahaan 
membuat anda ingin tetap bertahan di perusahaan”, responden lebih 
banyak yang memberikan jawaban setuju yaitu masing-masing 
sebesar 53,3%, alasan karyawan karena gaji atau upah yang berikan 
perusahaan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan 
keluarganya.  
Pernyataan ke-sebelas dan ke-duabelas, “Perusahan 
memberikan bonus sesuai dengan hasil kerja yang anda peroleh” dan 
“Karyawan yang memiliki prestasi melebihi standar diberikan insentif 
lebih”, jawaban responden lebih didominasi oleh jawaban setuju yang 
masing-masing sebesar 53,3% dan 53,3%, alasannya karena menurut 
karyawan perusahaan sudah cukup menghargai kinerja dan prestasi 
karyawannya.  
Kemudian pernyataan ke-tigabelas dan ke-empatbelas, 
“Tunjangan hari raya yang diberikan perusahaan memuaskan anda” dan 
“Pakaian dinas yang disediakan perusahaan memuasakan anda”. 
Jawaban responden lebih banyak yang memberikan jawaban yang 
cenderung setuju yakni masing-masing sebesar 40% dan 53,3%, 
alasannya karena tunjangan hari raya dan pakaian dinas yang 
diberikan oleh perusahaan cukup memuaskan.  
Pernyataan ke-limabelas dan ke-enambelas, “Pemberian 
jaminan kesehatan oleh perusahaan memuaskan anda” dan “Poliklinik 
yang disediakan perusahaan cukup baik”  maka responden lebih banyak 





46,6% alasannya karena pelaksanaan program jaminan kesehatan 
telah dilakukan secara efektif.  
Selain itu, pernyataan ke-tujuhbelas, “Dana pensiun yang 
diberikan perusahaan memuaskan anda”, responden menjawab 
dengan dominasi jawaban setuju sebesar 66,6%.  
Pernyataan ke-delapanbelas dan ke-sembilanbelas, “Uang 
duka kematian membuat anda menghargai perusahaan” dan “Uang duka 
kematian sebagai tanda perusahaan peduli dan memberi  kepuasan pada 
anda”, dan jawaban responden lebih banyak didominasi oleh jawaban 
setuju yakni masing-masing sebesar 53,3% dan 46,8%, alasannya 
karena perusahaan juga menunjukkan kepedulian terhadap karyawan. 
Selanjutnya pernyataan ke-duapuluh, “Jam kerja di perusahaan 
sesuai dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan”, dengan demikian 
responden lebih banyak yang memberikan jawaban setuju sebesar 
73,3%, alasannya karena karyawan bekerja sesuai dengan jam kerja 
yang sudah ditentukan.  
Pernyataan ke-duapuluhsatu yaitu “Cuti yang diberikan 
perusahaan cukup memuaskan karyawan”, sehingga responden rata-rata 
memberikan jawaban setuju sebesar 53,3%. Alasannya karena 
perusahaan memberikan cuti yang cukup pada karyawan.  
Pernyataan ke-duapuluhdua yaitu “Lingkungan kerja di 
perusahaan diatur agar tidak membahayakan karyawan”, dan responden 
rata-rata memberikan jawaban setuju sebesar 66,6%. Alasannya karena 






Dan pernyataan terakhir yaitu “Dengan alasan yang masuk akal, 
karyawan dengan mudah mendapatkan izin tidak masuk kerja”, dan 
responden rata-rata memberikan jawaban setuju sebesar 86,6%. 
Alasannya karena perusahaan memberikan izin kepada karyawan untuk 
tidak masuk kerja dengan syarat memberikan alasan yang masuk akal.  
 
4.4 Uji Instrument Penelitian  
Uji instrument penelitian digunakan untuk menguji tingkat keakuratan data 
dalam pengujian hipotesis. Sehingga dalam uji instrument diterapkan uji validitas 
dan reliabilitas.  
 
4.4.1 Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau 
kecermatan suatu instrument penelitian, menurut Dwi (2009, hal. 90) 
dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan 
biasanya dilakukan uji signifikan, artinya dianggap valid jika 
berkorelasi signifikan terhadap total, atau jika melakukan penilaian 
langsung jika batas minimal korelasi 0,30.  
Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka perlu 
dilakukan uji validitas untuk setiap variabel yang akan digunakan 
dalam pengujian hipotesis. Oleh karena itulah akan disajikan uji 
validitas untuk variabel pelaksanaan perjanjian kerja bersama yang 












Uji Validitas Untuk Variabel Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama 
Kode 
Pertanyaan 











































Sumber : SPSS release 20 
 
Berdasarkan tabel 4.7 yakni hasil uji validitas untuk variabel 
yang memiliki 8 item pertanyaan ternyata memiliki korelasi antara 
0,627-0,874, sedangkan batas minimal nilai korelasi 0,30. Dan selain 
itu semua item pertanyaan berkorelasi signifikan (α < 0,05) sehingga 
dapatlah disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dapat dikatakan 
tepat atau valid. Selanjutnya akan dilakukan hasil uji validitas untuk 







































































































Sumber : SPSS release 20 
 
Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh nilai korelasi dari setiap 
instrument penelitian yakni 0,515–0,939, selain itu masing-masing 
berkorelasi signifikan sebab memiliki nilai sig < 0,05, karena nilai 
korelasi diatas dari 0,30 dan selain itu kurang dari 0,05 berarti semua 
item pertanyaan dapat dikategorikan valid. 
 
4.4.2 Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 





konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Menurut Dwi (2009:98) 
bahwa reliabilitas kurang dari 0,60 kurang baik, sedangkan 0,70 dapat 
diterima dan 0,80 adalah baik. Oleh karena itulah akan disajikan hasil 
uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Realibilitas 


































Jumlah Pertanyaan 23 - - - 
Sumber : SPSS Release 20 
  
Tabel 4.9 yakni hasil uji reliabilitas dengan 2 variabel dan 23 
item pertanyaan ternyata memiliki cronbach’s alpha kedua variabel 
antara 0,777–0,790. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari 23 item 
pertanyaan yang digunakan, semua item pertanyaan dapat 
dikategorikan andal/reliabel sebab memiliki cronbach’s alpha di atas 
dari 0,60.  
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa semua item 
pertanyaan yang telah diolah memiliki tingkat keandalan yang tinggi 






4.5  Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Analisis koefisien determinasi R2 digunakan dalam menguji seberapa 
besar pengaruh pelaksanaan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan 
karyawan. Oleh  karena itulah akan disajikan hasil olahan data yang dapat 
disajikan pada tabel berikut ini : 
  
Tabel  4.10 




























R  :  0,730                                                                            Fhitung : 14,809 
R2 :  0,533                                                                            Sig    : 0,002 
Sumber: SPSS Release 20 
 
Tabel 4.10 dari hasil uji korelasi (R) pada table 4.10 diperoleh nilai 
korelasi 0,730, hal ini dapatlah dikatakan ada hubungan yang positif dan kuat 
antara pelaksanaan perjanjian kerja bersama dengan kesejahteraan karyawan 
sebab R positif dan mendekati 1.  
Kemudian dilihat dari nilai R2 = 0,533 yang dapat diartikan bahwa 
sebesar 0,533 (53,3%) sumbangan variabel pelaksanaan perjanjian kerja 
bersama, sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 







4.6 Pengujian Hipotesis Hubungan Pelaksanaan PKB Dengan  
Kesejahteraan Karyawan Secara Simultan 
Hasil analisa regresi linear disajikan pada Tabel 4.11. Pada tabel tersebut 
diperoleh hasil bahwa pelaksanaan perjanjian kerja bersama (X) sebagai variabel 
independen secara bersama-sama (simultan) berhubungan positif dengan 
kesejahteraan karyawan (Y)  
 
Tabel 4.11 








1     Regresion 
       Residual 










Sumber: SPSS Release 20 
 
Pada tingkat kepercayaan 95% dengan α= 5% atau 0,05. Hal tersebut 
dapat diketahui setelah dilakukan pengujian regresi secara simultan dan 
diperoleh nilai Fhitung = 14,809 atau sig = 0,002, karena nilai sig = 0,002 < 0,05. 
Hal tersebut berarti jika pelaksanaan perjanjian kerja bersama (X) secara 
bersama-sama mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada kenaikan 
pengaruh terhadap kesejahteraan karyawan (Y). Sebaliknya, jika pelaksanaan 
perjanjian kerja bersama secara bersama-sama mengalami penurunan, maka 














 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya maka akan disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 
1. Secara serempak, pelaksanaan perjanjian kerja bersama berhubungan 
positif dengan kesejahteraan karyawan PT. United Tractors, Tbk 
Makassar. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan perjanjian kerja bersama 
dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan PT. United Tractors, Tbk 
Makassar. Hal ini dapat diketahui dari hasil pengujian hipotesis (Uji F)  
2. Berdasarkan  hasil uji korelasi (R) dapat menunjukkan bahwa variable 
pelaksanaan perjanjian kerja bersama menunjukkan hubungan yang 
positif dan kuat dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan PT. United 















5.2 Saran-saran  
Berdasarkan kesimpulan  dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan 
beberapa saran sebagai berikut.  
1. Disarankan agar dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama khususnya 
pada PT. United Tractors, Tbk Makassar, hendaknya mempertahankan 
atau lebih mengembangkan format perjanjian kerja bersama yang telah 
ada. 
2. Disaran kepada perusahaan agar melakukan koordinasi yang lebih intens 
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HUBUNGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DENGAN 
KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. UNITED TRACTOR, Tbk 
MAKASSAR 
 
Lampiran : Kuesioner Penelitian 






Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Anting Wulan 
Pekerjaan : Mahasiswi 
Nomor Pokok : A21109299 
Jurusan  : Manajemen 
Alamat  : Jl. Politeknik Unhas Pintu Nol 
Pada saat ini sedang melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi  
yang berjudul: “Hubungan Perjanjian Kerja Bersama Dengan Kesejahteraan 
Karyawan Pada PT. United Tractor, Tbk Makassar”. Berkaitan dengan 
kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk kebutuhan analisis, saya sangat 
mengharapkan Bapak/Ibu/ Saudara(i) untuk mengisi kuesioner. Atas perhatian,  
dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara(i) diucapkan terima kasih 
 













Mohon semua pertanyaan dan pernyataan hendaknya dijawab dengan 
sejujurnya. Identitas Bapak/Ibu/Saudara(i) akan dijamin kerahasiaannya dan 




1. Nama (boleh tidak diisi)  : 





o 31-40 Tahun 
o 41-50 Tahun 
o Diatas 50 Tahun 
4. Pendidikan Terakhir 
o SMA  
o Akademi  (D3) 
o S1 
o Pasca Sarjana 
 
Berikut ini penilaian anda terhadap “Hubungan Perjanjian Kerja Bersama 
Dengan Kesejahteraan Karyawan Pada PT. United Tractor, Tbk Makassar”. 
Mohon anda member tanda silang (X) pada nomor yang disediakan  sesuai 
dengan penilaian anda dalam menilai setiap item pertanyaan. 
1 = sangat tidak setuju 
2 = tidak setuju 
3 = netral 
4 = setuju 







Variabel  Perjanjian Kerja Bersama 
Item Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
Komunikasi 
1. 
Anda mengetahui adanya perjanjian kerja 
bersama antara SPUT dengan manajemen PT. 
United Tractor, Tbk Makassar 
     
2. 
Anda memahami  semua aturan  yang tertuang 
dalam perjanjian kerja bersama 
     
3. 
Anda mengerti maksud dan tujuan  adanya 
perjanjian kerja bersama 
     
Sumber Daya 
4. 
Kualitas pelaksana  perjanjian kerja bersama 
antara SPUT dengan manajemen PT. United 
Tractor, Tbk Makassar cukup baik 
     
5. 
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 
perjanjian kerja bersama cukup baik 
     
6. 
Setiap orang diberi kewenangan yang sama 
dalam menyampaikan saran dan pendapat. 
     
Sikap Pelaksana 
7. 
Saya bersedia mematuhi peraturan dan 
menjalankan hak serta kewajiban saya sesuai 
dengan yang ada di perjanjian kerja bersama 
     
Struktur Birokrasi 
8. 
Koordinasi antara SPUT dengan manajemen 
PT. United Tractor, Tbk Makassar cukup baik 












VARIABEL KESEJAHTERAAN KARYAWAN 
Item Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
Kesejahteraan Langsung 
Gaji dan upah 
9. 
Upah/gaji pokok yang diberikan perusahaan 
mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga 
anda 
     
10. 
Upah/gaji pokok yang diberikan perusahaan 
membuat anda ingin tetap bertahan di 
perusahaan 
     
Bonus Dan Insentif 
11. 
Perusahana memberikan bonus sesuai dengan 
hasil kerja yang anda peroleh 
     
12. 
Karyawan yang memiliki prestasi melebihi 
standar diberikan insentif lebih 
     
Kesejeahteraan Tidak Langsung 
Tunjangan Hari Raya 
13. 
Tunjangan hari raya yang diberikan perusahaan 
memuaskan anda 
     
Pakaian Dinas 
14. 
Pakaian dinas yang diberikan perusahaan 
memuaskan anda 
     
Jaminan Kesehatan 
15. 
Pemberian jaminan kesehatan oleh perusahaan 
memuaskan anda 
     
16. 
Poliklinik yang disediakan perusahaan cukup 
baik.  
     
Dana Pensiun 
17. 
Dana pensiun yang diberikan perusahaan 
memuaskan anda 
     
Uang Duka Kematian 
18. 
Uang duka kematian membuat anda 
menghargai perusahaan 
     
19. 
Uang duka kematian sebagai tanda perusahaan 
peduli dan memberi  kepuasan pada anda 







Jam kerja di perusahaan sesuai dengan 
ketentuan jam kerja yang ditetapkan 
     
21. 
Cuti yang diberikan perusahaan cukup 
memuaskan karyawan 
     
22. 
Lingkungan kerja di perusahaan diatur agar 
tidak membahayakan karyawan 
     
23. 
Dengan alasan yang masuk akal, karyawan 
dengan mudah mendapatkan izin tidak masuk 
kerja 
     
 
